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PENDAHULUAN

Pesatnya perkembangan teknologi digital telah merevolusi cara manusia berinteraksi dan
berkomunikasi, khususnya melalui internet dan media sosial. Kehadiran media sosial tidak hanya
memudahkan masyarakat dalam berbagi informasi, tetapi juga membuka ruang bagi individu
untuk membangun jejaring sosial dan mengembangkan potensi dirinya (Surokim, 2017). Di balik
berbagai manfaatnya, media sosial juga menyimpan dampak negatif yang tidak dapat diabaikan.
Informasi yang beredar bebas di media sosial berpotensi memengaruhi emosi, cara berpikir, hingga
perilaku masyarakat secara luas (Athifahputih, 2022). Kondisi ini memunculkan berbagai bentuk
perilaku sosial baru, yang apabila tidak diimbangi dengan kontrol dan regulasi yang tepat, dapat
menimbulkan kerugian baik bagi individu maupun masyarakat.

Berdasarkan data dari databoks.katadata.co.id, jumlah pengguna aktif media sosial di
Indonesia pada tahun 2024 mencapai 191 juta orang, atau sekitar 73,7% dari total populasi.
Sebagian besar pengguna ini berusia antara 16 hingga 64 tahun, dan sudah memiliki perangkat
elektronik pribadi masing-masing. Persentase pengguna media sosial yang mengakses Instagram
tercatat sebesar 47,3%, Facebook 45,9%, WhatsApp 45,2%, dan YouTube sebagai platform paling
populer dengan angka 53,8%. Rata-rata, masyarakat Indonesia menghabiskan waktu sekitar 3 jam
14 menit setiap hari untuk mengakses media sosial, dengan 81% dari mereka mengaksesnya setiap
hari. Aktivitas utama yang dilakukan meliputi berbagi foto atau video (81%), berkomunikasi
(79%), mencari berita dan informasi (73%), mencari hiburan (68%), serta berbelanja online (61%)
(Panggabean, 2024). Media sosial kini menjadi bagian integral dari kehidupan masyarakat modern,
membuat mereka sulit terlepas dari keberadaannya (Harahap et al., 2021).

Berkaitan dengan tingginya angka pengguna internet dan media sosial di Indonesia juga
berkontribusi pada meningkatnya penyebaran berita bohong (hoax). Hoax muncul dari individu
atau kelompok tertentu yang memiliki berbagai tujuan, mulai dari sekadar untuk hiburan,
kepentingan ekonomi, hingga kepentingan politik seperti propaganda. Penyebaran hoax yang
masif dapat menimbulkan keresahan sosial dan mengganggu ketertiban umum. Pelaku penyebaran
hoax dapat dikenakan sanksi pidana karena tindakan tersebut telah diatur dalam peraturan
perundang-undangan (Sidabutar et al., 2023). Keberadaan aturan hukum yang mengatur
penggunaan media sosial menjadi sangat penting untuk menjaga ruang digital tetap sehat, aman,
dan bertanggung jawab (Widiastuti, 2018).

Menurut Soerjono Soekanto, kesadaran hukum mencakup empat indikator, yaitu
pengetahuan hukum, pemahaman hukum, sikap hukum, dan perilaku hukum (Angkasa et al.,
2024). Tingkat kesadaran masyarakat terhadap hukum sangat dipengaruhi oleh berjalannya fungsi
hukum itu sendiri. Pemberian sanksi menjadi salah satu faktor yang mendorong ketaatan terhadap
aturan, sehingga fungsi hukum dapat diwujudkan dalam kehidupan masyarakat (Nurhayati, 2020).

Berawal dari hasil pra penelitian yang diperoleh peneliti pada masyarakat kelurahan
Budiman Kota Jambi, mengungkapkan adanya pola penggunaan media sosial yang belum
sepenuhnya bertanggung jawab. Permasalahan penyebaran berita bohong menunjukkan perlunya
edukasi lebih lanjut tentang pentingnya memverifikasi informasi sebelum membagikannya, serta
penegakan hukum yang tegas untuk mencegah pelanggaran serupa di masa depan.
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Masyarakat kelurahan Budiman Kota Jambi merupakan bagian dari komunitas urban yang
semakin terkoneksi dengan teknologi digital. Mereka juga tidak terlepas dari dampak negatif
media sosial, termasuk penyebaran hoax ini. Fenomena ini dapat memicu keresahan lokal,
menimbulkan konflik antarwarga, dan mengancam keharmonisan sosial di lingkungan tersebut.
Artikel ini akan menjawab pertanyaan: bagaimana kesadaran hukum masyarakat kelurahan
Budiman terkait penyebaran hoax? Hasilnya diharapkan dapat menjadi kontribusi konkret bagi
pemerintah daerah dan komunitas lokal dalam upaya meningkatkan kesadaran hukum masyarakat,
mengurangi pelanggaran hukum di ruang digital, serta menjaga stabilitas dan harmoni sosial di
lingkungan kelurahan Budiman Kota Jambi.

METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan pada penelitian ini adalah deskriptif kualitatif yang berupa kata-
kata tertulis, gambar, dan bukan dalam bentuk angka-angka, dengan pengumpulan data melalui
wawancara mendalam (Abdussamad, 2021). Penelitian ini dilakukan di Kelurahan Budiman,
Kecamatan Jambi Timur, Kota Jambi, Provinsi Jambi. Rentang waktu penelitian berlangsung dari
bulan Januari hingga Mei 2025 dengan menggunakan teknik purposive sampling yang merupakan
teknik pemilihan sampel berdasarkan pertimbangan tertentu terhadap individu yang dianggap
paling memahami informasi yang dibutuhkan (Sugiyono, 2020). Dalam konteks penelitian ini,
informan seperti ketua RT dan pemerintah kelurahan dipilih karena mereka memiliki peran penting
serta pengalaman langsung yang relevan dengan permasalahan yang diteliti serta masyarakat yang
menjadi informan utama dalam menjawab penelitian ini. Dalam penelitian ini, data dikumpulkan
melalui riset lapangan, dengan peneliti terjun langsung ke lokasi untuk memperoleh data empiris.
Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini meliputi observasi, wawancara dan dokumentasi.
Sedangkan teknik analisis data yang digunakan yaitu pengumpulan data, reduksi data, penyajian
data dan verifikasi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Indikator yang digunakan dalam penelitian ini berdasarkan teori dari (Soekanto, 1977)
yang menguraikan empat indikator kesadaran hukum, yaitu: pengetahuan hukum, pemahaman
hukum, sikap hukum, dan perilaku hukum.

1. Pengetahuan Hukum

Kesadaran hukum masyarakat terkait pengetahuan hukum terhadap penyebaran berita hoax
di media sosial masih tergolong rendah dan belum merata. Hal ini khususnya terkait tentang
ketentuan hukum dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE).
Meskipun sebagian masyarakat menyadari bahwa menyebarkan soax merupakan perbuatan yang
salah secara sosial, pengetahuan mengenai aspek hukum, terutama sanksi pidana berdasarkan UU
ITE, belum diketahui secara mendalam oleh mayoritas masyarakat.
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Temuan ini sejalan dengan teori Nitibaskara, (2018) yang menyatakan bahwa kesadaran
hukum seringkali hanya sebatas pengertian terhadap peraturan (law in book) dan belum diiringi
dengan pemahaman mendalam yang menginternalisasi peraturan tersebut dalam kehidupan sehari-
hari. Dalam konteks masyarakat kelurahan Budiman, Sebagian besar warga belum memahami
unsur-unsur yang dapat menjerat seseorang melalui UU ITE, tidak mengetahui dengan jelas jenis
informasi yang dikategorikan sebagai hoax, sanksi hukum yang berlaku, maupun prosedur
pelaporan yang benar. Ketidaktahuan ini diperparah dengan minimnya sosialisasi dan media
informasi di lingkungan mereka, khususnya bagi kelompok rentan seperti masyarakat lanjut usia
yang cenderung lebih mudah menerima informasi tanpa verifikasi.

Selain itu, kesadaran hukum di masyarakat umumnya lebih terbentuk dari norma sosial dan
pengalaman sehari-hari dibandingkan dari pemahaman formal tentang aturan hukum yang berlaku.
Akibatnya, pola kesadaran hukum yang muncul lebih berorientasi pada nilai moral dan etika sosial,
bukan berdasar pengetahuan terhadap hukum tertulis. Oleh karena itu, diperlukan upaya terencana
dan sistematis dari pemerintah, aparat hukum, serta tokoh masyarakat untuk memberikan edukasi
hukum kepada warga. Setelah edukasi hukum dilakukan secara merata, diharapkan terjadi proses
internalisasi, yaitu masuknya nilai dan norma hukum ke dalam kesadaran masyarakat. Hal ini
penting agar masyarakat tidak hanya mengetahui aturan, tetapi juga memiliki kemauan dan
kemampuan untuk bertindak sesuai hukum, seperti menolak berita bohong, memeriksa kebenaran
informasi, dan melaporkan konten yang meresahkan. Temuan ini menunjukkan pentingnya
pelaksanaan edukasi hukum yang berkelanjutan, agar kesadaran hukum masyarakat tidak sekadar
berada di tataran pengetahuan (law in book), tetapi berkembang menjadi kesadaran hukum yang
nyata dan tercermin dalam tindakan sehari-hari (law in action).

2. Pemahaman Hukum

Pemahaman hukum sebagian kecil masyarakat, terutama dari kalangan pemerintahan di
tingkat RT dan kelurahan, sudah cukup baik dalam memahami pentingnya memeriksa informasi
sebelum menyebarkannya. Namun, pemahaman hukum masyarakat umum masih rendah, sehingga
banyak yang belum menyadari tanggung jawab hukum maupun sosial atas informasi yang mereka
sebarkan.

Sebagian besar masyarakat belum mengetahui mekanisme untuk melaporkan konten
negatif di media sosial. Hanya sedikit warga yang paham bahwa media sosial sebenarnya memiliki
fitur pelaporan untuk konten hoaks atau konten bermuatan negatif. Sisanya, terutama dari
kelompok usia lanjut, belum pernah mengetahui atau mendengar hal tersebut. Situasi ini
diperburuk dengan tidak adanya media informasi seperti pamflet, poster, atau petunjuk di wilayah
Kelurahan Budiman yang memberikan panduan tentang cara melaporkan konten bermasalah.
Selain itu, belum ada inisiatif dari pithak berwenang untuk melakukan sosialisasi dan memberikan
edukasi kepada masyarakat terkait pelanggaran hukum di media sosial maupun aturan yang
mengaturnya. Kondisi ini semakin memperkuat lemahnya kesadaran hukum di tengah masyarakat.

117



Feni Annisa, Alif Aditya Candra, Nurmalia Dewi. Kesadaran Hukum Masyarakat Kelurahan Budiman
Kota Jambi Terhadap Tindakan Penyebaran Berita Hoax di Media Sosial

Hal ini selaras dengan teori Manullang (2021), yang menyatakan bahwa kesadaran
seseorang atau kelompok masyarakat terhadap aturan-aturan hukum yang berlaku sangat penting
untuk mewujudkan ketertiban, kedamaian, ketenteraman, dan keadilan dalam masyarakat.
Pemahaman hukum yang rendah ini menjadi salah satu faktor penyebab masih banyaknya
masyarakat yang tidak memverifikasi kebenaran informasi sebelum membagikannya.
Ketidaktahuan masyarakat mengenai aturan hukum, mekanisme pelaporan, dan konsekuensi
hukum dari penyebaran soax berdampak pada rendahnya ketertiban dan keamanan ruang digital.
Tanpa kesadaran hukum yang baik, masyarakat cenderung bertindak tanpa mempertimbangkan
dampak hukum, sehingga ketenteraman dan ketertiban sosial menjadi terganggu akibat penyebaran
berita bohong yang dapat memicu keresahan, konflik, bahkan permusuhan.

Namun demikian, hasil penelitian juga menunjukkan adanya contoh positif, yaitu perilaku
Ketua RT dan Lurah Budiman yang selalu memeriksa informasi sebelum disampaikan kepada
masyarakat. Ini menjadi contoh kesadaran hukum yang baik, karena mereka memahami bahwa
informasi yang disampaikan oleh pejabat publik akan menjadi acuan bagi masyarakat, sehingga
harus dipastikan kebenarannya.

3. Sikap Hukum

Warga Kelurahan Budiman sebenarnya memiliki sikap yang cukup positif dalam
mendukung penegakan hukum terhadap penyebaran hoaks di media sosial. Hal ini terlihat dari
dukungan moral mereka terhadap upaya hukum bagi pelaku penyebar hoaks. Namun, meskipun
sikap tersebut ada, partisipasi langsung masyarakat dalam upaya penegakan hukum masih rendah.
Sebagian besar warga cenderung bersikap pasif, memilih diam, tidak menegur, atau pura-pura
tidak tahu saat menemukan hoaks di media sosial. Beragam alasan menjadi penyebabnya, mulai
dari ketidaktahuan ke mana harus melapor, rasa sungkan, hingga tidak paham prosedur pelaporan.
Hanya sebagian kecil warga yang mulai aktif, baik dengan melapor kepada ketua RT maupun
mengingatkan orang di sekitarnya secara langsung.

Jika dikaitkan dengan teori Suryanto (2023), kesadaran hukum dalam masyarakat
seharusnya terus dirawat agar masyarakat patuh terhadap hukum, baik yang tertulis maupun tidak
tertulis, serta berkembang sesuai dinamika masyarakat itu sendiri. Dalam konteks bermedia sosial,
masyarakat perlu teliti, memperhatikan etika, dan bertanggung jawab atas informasi yang
disebarkan, agar tidak menimbulkan kesalahan tafsir atau dampak negatif lainnya.

Sikap hukum masyarakat kelurahan Budiman yang cenderung mendukung penegakan
hukum tetapi pasif dalam tindakan nyata menunjukkan bahwa kesadaran hukum mereka belum
sepenuhnya berkembang secara utuh. Dalam berkomunikasi di media sosial, masyarakat harus
teliti dan memperhatikan etika, sehingga informasi yang disebarkan tidak menimbulkan kesalahan
persepsi atau multi-tafsir.
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4. Perilaku Hukum

Perilaku hukum masyarakat dalam menghadapi informasi #oax masih beragam. Ada yang
secara sadar melakukan verifikasi dan berhati-hati sebelum membagikan, tetapi ada pula yang
bersikap acuh tak acuh, bahkan tidak menyadari jika pernah menyebarkan /oax. Sebagian yang
mengaku pernah menyebarkan /hoax mengalami perasaan bersalah, malu, atau takut, yang
menunjukkan adanya kesadaran hukum meskipun belum diwujudkan dalam perilaku preventif
yang konsisten. Kesadaran akan konsekuensi hukum terkait penyebaran informasi palsu pun masih
rendah, sebab sebagian masyarakat belum mengetahui aturan hukum yang mengatur perbuatan
tersebut, seperti UU ITE.

Jika dikaitkan dengan teori Solikin (2019), timbulnya hukum dalam masyarakat bertujuan
untuk mengatur kepentingan manusia yang saling bertemu dan berpotensi berbenturan (conflict of
human interest). Dalam interaksi sosial, termasuk dalam media sosial, masing-masing orang
memiliki kepentingan untuk memperoleh dan membagikan informasi. Namun, jika informasi
tersebut palsu atau menyesatkan, maka akan timbul konflik atau kerugian bagi orang lain, baik
secara sosial, ekonomi, maupun psikologis. Oleh sebab itu, hukum hadir untuk mencegah benturan
kepentingan tersebut dengan mengatur dan memberi batasan, termasuk larangan menyebarkan
informasi palsu.

Dalam perspektif kesadaran hukum menurut Solikin, setiap individu harus sadar dan
mampu menilai mana tindakan yang boleh atau tidak boleh dilakukan, terutama terhadap orang
lain. Kesadaran hukum bukan hanya soal tahu aturan, tetapi juga kesadaran etis untuk tidak
melakukan tindakan yang bisa merugikan pihak lain, misalnya tidak menyebarkan soax yang dapat
menimbulkan keresahan, kesalahpahaman, atau kerugian di masyarakat.

Berdasarkan hasil penelitian, perilaku hukum masyarakat kelurahan Budiman masih belum
sepenuhnya memenuhi perilaku hukum. Memang sudah ada kesadaran awal dengan memeriksa
kebenaran informasi, tetapi tindakan aktif seperti melaporkan hoax atau memberikan edukasi
kepada sesama warga masih belum menjadi kebiasaan umum. Bahkan, sebagian masyarakat belum
memahami bahwa menyebarkan s#oax merupakan pelanggaran hukum yang dapat dikenai sanksi.

Sementara itu, aparat lingkungan seperti RT dan kelurahan telah menunjukkan perilaku
hukum yang baik, dengan secara konsisten memverifikasi informasi sebelum disebarkan dan
memberikan klarifikasi terhadap informasi yang tidak benar. Sikap ini menunjukkan kepedulian
untuk melindungi kepentingan masyarakat agar tidak dirugikan oleh informasi palsu. Berdasarkan
informasi dari Ketua RT, jenis hoax yang paling sering ditemukan, seperti informasi terkait
bantuan sosial (bansos), yang dapat menimbulkan konflik dan kecemburuan sosial apabila tidak
ditangani dengan baik. Oleh sebab itu, perilaku hukum yang diharapkan adalah sikap aktif dari
masyarakat untuk tidak hanya berhenti di memeriksa, tetapi juga ikut meluruskan atau melaporkan
informasi hoax tersebut.
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KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa kesadaran hukum masyarakat
Kelurahan Budiman Kota Jambi terhadap tindakan penyebaran berita soax di media sosial masih
tergolong rendah dan belum merata. Dari segi pengetahuan hukum, masyarakat umumnya belum
memahami secara menyeluruh ketentuan dalam UU ITE, termasuk jenis informasi yang tergolong
hoax, sanksi hukum, serta prosedur pelaporannya. Pengetahuan hukum masyarakat lebih banyak
didasarkan pada norma sosial dan pengalaman pribadi, bukan pada pemahaman formal terhadap
peraturan hukum. Dalam aspek pemahaman hukum, hanya sebagian kecil masyarakat, terutama
dari kalangan aparat pemerintahan, yang memahami pentingnya memverifikasi informasi dan
mengenali pelanggaran hukum di media sosial. Sebagian besar masyarakat lainnya masih belum
menyadari tanggung jawab hukum atas informasi yang disebarkan dan tidak mengetahui cara
melaporkan konten negatif.

Sementara itu, dari sisi sikap hukum, masyarakat umumnya menyatakan dukungan
terhadap upaya penegakan hukum terhadap pelaku penyebar hoax, tetapi sikap ini belum
diwujudkan dalam bentuk tindakan nyata. Masyarakat cenderung pasif dan kurang terlibat dalam
pencegahan penyebaran /oax, baik karena ketidaktahuan, rasa sungkan, maupun kurangnya akses
informasi. Dalam hal perilaku hukum, ditemukan bahwa hanya sebagian kecil warga yang mulai
berhati-hati dan memverifikasi informasi sebelum menyebarkannya, sedangkan sebagian lainnya
masih bersikap acuh tak acuh dan belum menyadari jika telah menyebarkan informasi palsu.
Aparat lingkungan seperti Ketua RT dan Lurah menunjukkan perilaku hukum yang baik dengan
menjadi teladan dalam menyebarkan informasi yang benar dan memverifikasi kebenarannya.

Secara umum, kesadaran hukum masyarakat Kelurahan Budiman masih berada pada tahap
awal dan belum berkembang secara utuh. Rendahnya pengetahuan dan pemahaman hukum, serta
minimnya sosialisasi dan edukasi hukum dari pihak terkait, menjadi faktor utama yang
menghambat terbentuknya perilaku hukum yang aktif dan bertanggung jawab. Oleh karena itu,
diperlukan upaya yang lebih intensif dan berkelanjutan dalam bentuk sosialisasi hukum,
pendidikan publik, dan pelibatan tokoh masyarakat agar kesadaran hukum tidak hanya berhenti
pada tataran teori (law in book), tetapi benar-benar diinternalisasi dan diwujudkan dalam
kehidupan sehari-hari (law in action).
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